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Abstract: The rapid development of digital technology has had a significant impact on the legal protection of 

intellectual property in Indonesia. In this digital era, intellectual property, such as copyrights, patents and 

brands, has become more vulnerable to infringement and misuse. This article reviews Indonesia's efforts to face 

these challenges by exploring the policies and regulations implemented to strengthen legal protection of 

intellectual property in the digital era. The Indonesian government has adopted various regulations that 

accommodate digital dynamics, such as revisions to copyright and patent laws. However, there are still 

challenges in effective implementation and enforcement of the law. This article also highlights collaboration 

between government, the private sector, and society in developing innovative solutions to improve intellectual 

property protection. By reviewing the latest legal and policy developments, this article provides a 

comprehensive picture of Indonesia's efforts to mitigate risks and increase protection of intellectual property in 

the digital era. In conclusion, strong and adaptive legal protection is very important to encourage innovation, 

investment and economic growth amidst the dynamics of the digital era. 
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Abstrak: Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap perlindungan 

hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam era digital ini, kekayaan intelektual, seperti hak cipta, 

paten, dan merek, menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan. Tulisan ini mengulas upaya 

Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut dengan mengeksplorasi kebijakan dan regulasi yang diterapkan 

untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital. Pemerintah Indonesia telah 

mengadopsi berbagai peraturan yang mengakomodasi dinamika digital, seperti revisi undang-undang hak cipta 

dan paten. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Artikel ini 

juga menyoroti kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi 

inovatif untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual. Dengan mengkaji perkembangan hukum dan 

kebijakan terkini, tulisan ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya Indonesia dalam memitigasi 

risiko dan meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di era digital. Kesimpulannya, 

perlindungan hukum yang kokoh dan adaptif sangat penting untuk mendorong inovasi, investasi, dan 

pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika era digital. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Era Digital, Indonesia, Regulasi. 

 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan pesat teknologi digital telah menciptakan transformasi mendalam 

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kekayaan intelektual. Era digital 

membuka pintu bagi inovasi, distribusi informasi, dan pertukaran ide secara global, namun, 

seiring dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan baru terhadap perlindungan hukum 

terhadap kekayaan intelektual. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang 

berkembang pesat, tidak luput dari dampak signifikan tersebut. 
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Dalam konteks kekayaan intelektual, hak cipta, paten, merek, dan hak kekayaan 

intelektual lainnya menjadi aset yang semakin bernilai dalam era digital ini. Sejalan dengan 

itu, pentingnya memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia 

menjadi semakin nyata. Keberlanjutan inovasi, investasi, dan daya saing ekonomi nasional 

sangat tergantung pada kesadaran dan efektivitas sistem hukum dalam menghadapi dinamika 

era digital. 

Pada bagian ini, akan dibahas secara rinci mengenai latar belakang perkembangan 

teknologi digital dan dampaknya terhadap kekayaan intelektual. Selain itu, penekanan akan 

diberikan pada upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi perubahan tersebut melalui 

kebijakan, peraturan, dan langkah-langkah konkrit yang diambil untuk memperkuat kerangka 

hukum perlindungan kekayaan intelektual di era digital. 

Adalah kenyataan bahwa era digital telah mengubah paradigma hak kekayaan 

intelektual secara menyeluruh. Internet, platform digital, dan teknologi terkait telah 

memudahkan akses terhadap informasi, karya seni, dan inovasi, namun di sisi lain, juga 

membawa risiko pelanggaran hak cipta, pencurian kekayaan intelektual, dan perdagangan 

barang palsu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan langkah-langkah 

konkrit yang telah diambil pemerintah Indonesia guna menghadapi tantangan ini dan 

mengevaluasi efektivitasnya. 

Selain itu, akan dilibatkan tinjauan terhadap kerangka hukum internasional yang 

relevan dan perbandingan dengan praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah 

berhasil mengimplementasikan sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual yang adaptif 

terhadap era digital. Hal ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif tentang 

kemajuan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam merespon dinamika kekayaan 

intelektual di era digital. 

Sebagai pintu gerbang untuk memahami permasalahan ini, pendahuluan ini akan 

memberikan gambaran umum mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap kekayaan 

intelektual, konteks global dan regional, serta konteks nasional Indonesia. Dengan demikian, 

pembaca akan diarahkan pada landasan penelitian ini dan pemahaman yang mendalam 

mengenai lingkup serta dampak permasalahan yang dibahas. 

Era digital telah menciptakan suatu revolusi dalam paradigma kekayaan intelektual. 

Internet, platform digital, dan teknologi terkait telah memudahkan akses global terhadap 

informasi, seni, dan inovasi. Namun, di samping potensi positifnya, kemajuan ini juga 

membawa tantangan serius terhadap perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di 

Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merespons dengan serangkaian upaya untuk 
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menghadapi dinamika ini dan memastikan bahwa sistem hukumnya mampu memberikan 

perlindungan yang efektif. 

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam pelanggaran hak 

cipta di era digital. Penyalinan tanpa izin, distribusi ilegal, dan konten digital tidak sah telah 

menjadi permasalahan yang mendesak. Pemerintah Indonesia merespons dengan merevisi 

undang-undang hak cipta untuk mengakomodasi tantangan baru ini. Revisi tersebut 

mencakup ketentuan yang lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta online dan memberikan 

kewenangan lebih besar kepada lembaga penegak hukum untuk menindak pelanggaran di 

ranah digital. 

Selain hak cipta, perlindungan paten juga menjadi fokus perhatian di era digital. 

Inovasi teknologi yang cepat memicu peningkatan permohonan paten, tetapi sekaligus 

meningkatkan risiko pelanggaran. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah proaktif 

dengan memperbarui regulasi paten untuk menanggapi tantangan ini. Selain itu, mendorong 

pertumbuhan ekosistem start-up dan riset inovatif menjadi prioritas, yang tercermin dalam 

inisiatif-inisiatif dukungan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah. 

Langkah selanjutnya yang menjadi sorotan adalah peran pemerintah dalam 

membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. 

Program edukasi dan kampanye informasi diluncurkan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih baik kepada pelaku bisnis, kreator, dan masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban 

terkait kekayaan intelektual. Hal ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga 

penekanan pada manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh melalui inovasi dan 

penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual. 

Secara internasional, Indonesia juga terlibat aktif dalam forum dan organisasi yang 

membahas isu-isu kekayaan intelektual di era digital. Kerjasama regional dan global menjadi 

kunci dalam menghadapi tantangan yang bersifat lintas batas ini. Indonesia terlibat dalam 

negosiasi perjanjian perdagangan yang mencakup aspek kekayaan intelektual, dan bekerja 

sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan kerangka kerja yang adil dan 

seimbang. 

Namun, upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital tidak 

hanya tanggung jawab pemerintah semata. Sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, 

sektor swasta juga memiliki peran kunci dalam memastikan keberhasilan inisiatif ini. Kerja 

sama antara pemerintah, industri, dan lembaga akademis menjadi penting dalam membentuk 

kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan teknologi. 
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Tidak dapat diabaikan bahwa implementasi regulasi dan penegakan hukum menjadi 

tantangan tersendiri. Era digital membawa kompleksitas baru, termasuk kesulitan dalam 

melacak pelanggaran lintas batas dan dalam menentukan yurisdiksi. Oleh karena itu, investasi 

dalam teknologi pemantauan dan penegakan hukum digital menjadi krusial untuk 

meningkatkan efektivitas sistem perlindungan kekayaan intelektual. 

Dalam mengakhiri pembahasan ini, perlu diingat bahwa perlindungan hukum 

terhadap kekayaan intelektual di era digital bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan 

terus-menerus. Perubahan teknologi akan terus menghadirkan tantangan baru, dan respons 

hukum harus tetap dinamis dan adaptif. Dalam konteks Indonesia, memperkuat kerangka 

hukum, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan mempromosikan budaya inovasi 

akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi kekayaan intelektual di era digital. 

 

KAJIAN TEORITIS 

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan 

memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan 

acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak 

tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian untuk menjelajahi "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan 

Intelektual dalam Era Digital di Indonesia" dapat didasarkan pada studi pustaka yang 

mendalam. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan 

pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan hukum terkini, kerangka regulasi, dan 

isu-isu kritis terkait perlindungan kekayaan intelektual di era digital. 

Pertama-tama, penelitian akan memerinci perkembangan terkini dalam undang-

undang hak kekayaan intelektual di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dan revisi yang 

dilakukan dalam menanggapi dinamika era digital. Ini mencakup analisis terhadap undang-

undang hak cipta, paten, dan merek yang relevan untuk mengevaluasi kejelasan ketentuan 

hukum dan keterkaitannya dengan teknologi digital. 

Studi pustaka juga akan mencakup tinjauan terhadap literatur hukum internasional 

yang relevan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual di era 

digital. Ini akan memberikan konteks global dan memungkinkan perbandingan dengan 

praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah berhasil menghadapi tantangan 

serupa. 



 
 
 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL 
DALAM ERA DIGITAL DI INDONESIA 

30 TERANG - VOLUME. 1, NO.1 MARET 2024 

 

 
 

Selain undang-undang, penelitian juga akan mengeksplorasi literatur terkait dengan 

implementasi kebijakan dan program-program yang telah diterapkan oleh pemerintah 

Indonesia untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual. Hal ini termasuk inisiatif 

dalam mendukung inovasi, kampanye kesadaran masyarakat, dan langkah-langkah praktis 

lainnya yang mendukung tujuan perlindungan kekayaan intelektual di era digital. 

Sumber-sumber pustaka juga akan mencakup penelitian empiris yang relevan, seperti 

studi kasus pelanggaran kekayaan intelektual dalam konteks digital yang telah dihadapi oleh 

perusahaan atau individu di Indonesia. Analisis terhadap penegakan hukum dan hasil litigasi 

dalam kasus-kasus ini akan memberikan wawasan tambahan tentang efektivitas sistem 

perlindungan. 

Pentingnya perspektif multidisipliner dalam memahami isu-isu kompleks ini akan 

tercermin dalam pencarian literatur yang melibatkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, 

termasuk hukum, teknologi informasi, dan ekonomi. Ini memungkinkan penelitian untuk 

memahami dampak teknologi digital secara holistik dan menyeluruh. 

Dengan merangkum temuan dari studi pustaka ini, penelitian akan dapat menyusun 

pemahaman yang mendalam tentang perkembangan hukum dan kebijakan yang relevan 

dengan perlindungan kekayaan intelektual di era digital di Indonesia. Pendekatan ini akan 

memberikan dasar yang kuat untuk merancang kerangka penelitian yang lebih lanjut, 

termasuk langkah-langkah empiris dan analisis lebih lanjut untuk mendukung pemahaman 

yang lebih komprehensif tentang tantangan dan potensi solusi dalam konteks ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual dalam 

Era Digital di Indonesia" memerlukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang 

ada. Undang-undang hak kekayaan intelektual di Indonesia mencakup beberapa aspek, dan 

perubahan undang-undang tersebut menandakan respons pemerintah terhadap dinamika era 

digital. 

Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, terutama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014, telah mengalami perubahan signifikan. Revisi ini memberikan 

definisi yang lebih luas untuk hak cipta, mencakup karya-karya yang dihasilkan melalui 

berbagai media, termasuk digital. Selain itu, Pasal 15B menyatakan bahwa pemanfaatan 

karya melalui teknologi informasi dan transmisi data harus dilakukan dengan izin dari 

pemegang hak cipta, menegaskan pentingnya izin dalam distribusi digital. 
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Pentingnya perlindungan terhadap hak paten juga tercermin dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hak paten 

memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, dan atau 

memasukkan hasil produksinya ke dalam Indonesia. Namun, tantangan muncul dengan cepat 

dalam era digital, di mana produk dan inovasi dapat dengan mudah direplikasi. Oleh karena 

itu, pemerintah perlu terus memperbarui regulasi untuk memastikan relevansinya terhadap 

perkembangan teknologi. 

Undang-Undang Merek, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, 

memberikan perlindungan terhadap identitas bisnis dan produk. Pasal 1 angka 1 menetapkan 

definisi merek, sedangkan Pasal 56 mengatur tindakan pidana terkait dengan pelanggaran hak 

merek. Dalam era digital, pelanggaran merek sering kali terjadi melalui perdagangan online, 

sehingga penegakan hukum harus disesuaikan dengan realitas ini. 

Penting untuk dicatat bahwa pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap 

kekayaan intelektual di era digital tidak hanya memerlukan tinjauan undang-undang semata, 

tetapi juga melibatkan analisis terhadap implementasi dan penegakan hukum. Pengalaman 

empiris menunjukkan bahwa walaupun regulasi mungkin sudah ada, penegakan hukum 

seringkali menemui kendala, terutama dalam menghadapi pelanggaran lintas batas dan di 

ruang digital. 

Komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual juga 

tercermin dalam kerjasama internasional. Indonesia telah bergabung dalam berbagai 

perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk Perjanjian 

TRIPS WTO. Ini menunjukkan keinginan untuk bersama-sama mengatasi tantangan global 

dalam melindungi inovasi dan kreativitas. 

Namun, sementara undang-undang memberikan kerangka kerja, implementasi yang 

efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendidikan 

dan kampanye kesadaran juga memegang peran kunci untuk memberdayakan masyarakat 

dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait kekayaan intelektual di era digital. 

Oleh karena itu, pembahasan ini menggarisbawahi perlunya keselarasan antara 

undang-undang dan perkembangan teknologi. Sementara undang-undang memberikan dasar 

hukum, adaptasi dan peningkatan terus menerus diperlukan agar perlindungan hukum 

terhadap kekayaan intelektual di Indonesia tetap relevan dan efektif dalam menghadapi era 

digital yang terus berkembang. 

Pertumbuhan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap kekayaan intelektual di 

Indonesia, memerlukan pendekatan hukum yang dinamis dan adaptif. Dalam menyikapi 
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tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan pada kerangka 

hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kekayaan intelektual di 

era digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengalami revisi 

signifikan. Pasal 1 ayat (1) menggambarkan bahwa hak cipta mencakup karya-karya yang 

dihasilkan melalui segala jenis media, termasuk media digital. Peningkatan ini mencerminkan 

perubahan lanskap kreativitas di era digital, di mana karya dapat dengan cepat dan mudah 

disebarkan melalui platform online. 

Pentingnya izin dalam pemanfaatan karya melalui teknologi informasi dan transmisi 

data diatur dalam Pasal 15B Undang-Undang Hak Cipta. Pasal ini menegaskan bahwa setiap 

pemanfaatan karya melalui teknologi informasi dan transmisi data harus mendapatkan izin 

dari pemegang hak cipta. Ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi 

pemegang hak cipta dari penggunaan ilegal atau tidak sah di lingkungan digital. 

Namun, tantangan muncul dalam penegakan hukum terkait hak cipta di era digital. 

Meskipun undang-undang memberikan dasar hukum, implementasinya seringkali sulit 

dilakukan karena sifat internet yang lintas batas. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama 

internasional dan strategi penegakan hukum yang efektif. Seiring dengan itu, penguatan 

kerangka hukum nasional juga harus ditemani dengan investasi dalam teknologi pemantauan 

dan penegakan hukum digital untuk mengatasi tantangan di ranah online. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjadi pijakan untuk 

melindungi inovasi teknologi di Indonesia. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hak paten 

memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, dan atau 

memasukkan hasil produksinya ke dalam Indonesia. Revisi undang-undang ini 

mencerminkan ketidaksetaraan perlindungan di antara pemegang hak paten dan pihak yang 

ingin menggunakan inovasi tersebut. Namun, era digital membawa dinamika baru, di mana 

inovasi dapat dengan cepat disalin atau dimodifikasi secara daring. Oleh karena itu, 

penegakan hukum yang efektif terhadap hak paten di era digital menjadi krusial. 

Seiring dengan itu, implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek menjadi bagian penting dari kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Pasal 

1 angka 1 undang-undang ini memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat 

dipindahtangankan dan dapat dipakai untuk barang atau jasa. Pasal 56 mengatur tindakan 

pidana terkait pelanggaran hak merek, menegaskan sanksi hukum untuk tindakan melanggar 

merek. Dalam konteks era digital, pelanggaran merek sering terjadi dalam perdagangan 

online, melibatkan produk palsu atau imitasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif 

di ranah digital menjadi krusial dalam melindungi merek dan konsumen. 
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Penting untuk dicatat bahwa perubahan dalam kerangka hukum bukanlah satu-satunya 

solusi. Kesadaran masyarakat tentang kekayaan intelektual juga merupakan komponen kunci. 

Kampanye edukasi dan program kesadaran masyarakat, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, harus menjadi bagian integral dari upaya 

perlindungan hukum. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

menghormati hak kekayaan intelektual, dapat diharapkan akan terjadi pergeseran budaya 

menuju penghormatan yang lebih besar terhadap hak-hak kreatif dan inovatif. 

Internasionalisasi isu kekayaan intelektual juga terlihat dalam keterlibatan Indonesia 

dalam perjanjian perdagangan internasional. Indonesia adalah anggota Perjanjian TRIPS 

(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) WTO, yang menetapkan standar 

internasional untuk perlindungan kekayaan intelektual. Keterlibatan dalam perjanjian ini 

mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun kerangka kerja yang sejalan dengan 

praktik internasional, yang dapat meningkatkan perlindungan dan memberikan kepastian 

hukum bagi para pemegang hak kekayaan intelektual. 

Maka, penting untuk menyadari bahwa perkembangan hukum terhadap kekayaan 

intelektual di era digital adalah langkah yang terus-menerus dan perlu disertai dengan 

keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi sesuai 

dengan perkembangan teknologi, dan penguatan penegakan hukum digital harus menjadi 

prioritas. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk 

menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual di era digital 

yang terus berubah dan berkembang. 

Pembahasan mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual dalam 

Era Digital di Indonesia" menuntut eksplorasi mendalam terhadap perubahan legislasi yang 

terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Seiring dengan revisi Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penekanan pada digitalisasi telah menciptakan 

paradigma baru dalam pemahaman dan perlindungan hak cipta di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Hak Cipta yang diperbaharui mencakup "segala jenis hasil karya yang 

dihasilkan melalui pengertian atau pancaindera, yang mempunyai daya kreasi dan 

memperoleh perlindungan karena diungkapkan dalam bentuk tertentu." Hal ini 

mencerminkan perluasan cakupan hak cipta untuk mencakup konten digital dan berbagai 

ekspresi kreatif yang berkembang dalam era digital. 

Namun, seiring dengan upaya perlindungan hak cipta, keberlanjutan inovasi juga 

terletak pada regulasi paten. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 

menciptakan kerangka hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten. Pasal 



 
 
 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL 
DALAM ERA DIGITAL DI INDONESIA 

34 TERANG - VOLUME. 1, NO.1 MARET 2024 

 

 
 

21 ayat (1) mengamanatkan bahwa "hak paten memberikan pemegangnya hak eksklusif 

untuk membuat, menggunakan, menjual, dan atau memasukkan hasil produksinya ke dalam 

Indonesia." Revisi undang-undang ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan 

perlindungan terhadap inovasi teknologi di tengah perubahan lanskap digital. Namun, 

tantangan seiring dengan era digital adalah kemampuan untuk menanggapi perkembangan 

teknologi dengan cepat dan efektif, memastikan bahwa hak paten tetap relevan dan 

memberikan insentif bagi penelitian dan pengembangan. 

Sementara itu, aspek lain dari kekayaan intelektual yang perlu mendapatkan perhatian 

adalah merek dagang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek memberikan 

dasar hukum untuk melindungi merek. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi bahwa merek 

adalah "tanda yang dapat dipindahtangankan dan dapat dipakai untuk barang atau jasa." 

Namun, di tengah transformasi digital, pelanggaran merek semakin sering terjadi melalui 

platform online. Pasal 56 undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana terkait dengan 

pelanggaran hak merek, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan hukum dan 

memberikan efek jera terhadap pelanggar merek di ranah digital. 

Ketika membahas keberlanjutan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, 

penting untuk melibatkan perspektif internasional. Keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian 

TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) WTO menjadi salah satu 

wujud dari komitmen global untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual. Sebagai 

pihak yang terikat, Indonesia diwajibkan untuk menegakkan standar internasional dalam hal 

hak cipta, paten, merek, dan perlindungan kekayaan intelektual lainnya. 

Namun, perubahan hukum semata tidak cukup untuk menciptakan ekosistem yang 

mendukung perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Implementasi yang efektif dari 

undang-undang tersebut adalah tantangan tersendiri. Meskipun Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa "penyelenggaraan hak cipta 

dilaksanakan secara nasional," pengawasan dan penegakan lintas batas menjadi kompleks 

dalam lingkungan digital global. 

Penyelesaian sengketa juga menjadi bagian integral dari perlindungan kekayaan 

intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyediakan landasan hukum untuk 

penyelesaian sengketa hak cipta melalui Pasal 73 yang menyatakan bahwa "penyelesaian 

sengketa hak cipta dilakukan melalui jalur mediasi, arbitrase, atau peradilan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan." Namun, tantangan khusus muncul dalam 

penegakan putusan di ranah digital, di mana sumber daya dan yurisdiksi dapat menjadi 

kendala. 
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Perlu diakui bahwa, selain dari sisi regulasi, perubahan budaya dan kesadaran 

masyarakat juga merupakan elemen penting dalam memastikan keberlanjutan perlindungan 

kekayaan intelektual di era digital. Kampanye edukasi dan kesadaran, sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memegang peran 

kunci dalam membentuk sikap masyarakat terhadap hak cipta, paten, dan merek. 

Dalam konteks ini, perbandingan dengan praktik-praktik internasional yang sukses 

dalam menghadapi tantangan serupa juga dapat memberikan wawasan yang berharga. 

Apakah itu melibatkan kerja sama pemerintah dan industri, penggunaan teknologi untuk 

pemantauan dan penegakan hukum, atau pendekatan lainnya, pembelajaran dari pengalaman 

negara-negara lain dapat membimbing upaya Indonesia untuk menciptakan ekosistem yang 

mendukung inovasi dan melindungi kekayaan intelektual. 

Maka, perubahan hukum yang terjadi dalam kerangka perlindungan kekayaan 

intelektual di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan era 

digital. Meskipun undang-undang memberikan landasan hukum, tantangan nyata terletak 

dalam implementasi yang efektif, penanganan sengketa, dan penegakan hukum di lingkungan 

digital yang terus berkembang. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, dari pemerintah 

hingga masyarakat, merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 

inovasi dan memberikan perlindungan yang tepat terhadap kekayaan intelektual di era digital 

yang terus berkembang. 

Penting untuk mendalami lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan 

intelektual di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek-aspek tambahan yang terkait, 

terutama dalam konteks dinamika global dan perkembangan teknologi. Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 14, misalnya, mengatur mengenai hak 

ekonomi pemegang hak cipta yang melibatkan hak reproduksi, hak distribusi, dan hak 

pengalihan. Saat ini, dengan semakin luasnya distribusi konten digital, perluasan dan 

penyesuaian pada ketentuan ini menjadi suatu keharusan. Kekuatan eksklusivitas pemegang 

hak cipta perlu diperkuat, terutama dalam lingkup digital yang memberikan tantangan baru 

terhadap penanganan kasus pelanggaran hak cipta. 

Lebih lanjut, dalam menggali tantangan terkini, dapat dipertimbangkan aspek 

perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Meskipun tidak secara 

langsung terkait, keamanan data pribadi dalam era digital telah menjadi perhatian utama. 

Pasal 28B UUD 1945 Amd. IV menegaskan hak setiap orang untuk perlindungan diri 

terhadap pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi. Dalam konteks kekayaan 

intelektual, terutama dalam perdagangan elektronik, perlindungan data pribadi menjadi 



 
 
 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL 
DALAM ERA DIGITAL DI INDONESIA 

36 TERANG - VOLUME. 1, NO.1 MARET 2024 

 

 
 

esensial karena seringkali terdapat keterkaitan antara informasi pribadi dan inovasi atau karya 

cipta. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga relevan dalam 

konteks perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Pasal 26A ayat (1) UU ITE 

mengatur tentang pelindungan atas kekayaan intelektual, terutama hak cipta, di lingkungan 

digital. Dalam penegakan hukumnya, UU ITE juga memberikan dasar bagi penanganan 

tindak pidana terkait pelanggaran hak cipta dan merek di dunia maya. Meskipun undang-

undang ini telah mengalami perubahan pada tahun 2016, pengembangan lebih lanjut dapat 

dipertimbangkan untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan kekayaan intelektual 

dan hak-hak individu dalam ruang digital. 

Sementara itu, aspek ekonomi dan dampak sosial dari perlindungan kekayaan 

intelektual di era digital juga patut dicermati. Pemberdayaan ekosistem kreatif dan industri 

digital membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana melibatkan para pelaku 

industri, terutama dalam pengembangan startup dan inovasi. Pemerintah perlu memastikan 

bahwa insentif ekonomi seperti pajak dan insentif penelitian dan pengembangan sesuai 

dengan kebutuhan dan dinamika ekosistem di era digital. 

Melihat lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual juga 

menghadapi tantangan dalam konteks perdagangan internasional. Perjanjian Perdagangan 

Bebas yang melibatkan aspek kekayaan intelektual, seperti Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), perlu dieksplorasi lebih lanjut. 

Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian semacam ini menunjukkan kesediaan untuk 

berkolaborasi dan mengadopsi standar internasional, yang dapat memberikan dorongan 

signifikan dalam melindungi kekayaan intelektual di era digital. 

Namun, dalam melibatkan diri dalam forum perdagangan internasional, perlu 

diperhatikan pula aspek keseimbangan yang adil. Adopsi standar internasional tidak boleh 

merugikan kepentingan nasional dan keberlanjutan ekonomi domestik. Pasal 26 UUD 1945 

Amd. IV memberikan pijakan konstitusional bahwa "setiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dalam konteks kekayaan 

intelektual, ini menciptakan landasan untuk kebijakan yang mendukung inovasi dan 

perkembangan industri nasional. 

Penting juga untuk mencermati perkembangan terbaru dalam konteks hukum paten di 

Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan 

dasar hukum yang kuat, tantangan aktual dihadapi dalam menanggapi perubahan cepat dalam 
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teknologi. Pengembangan undang-undang paten yang lebih adaptif dan responsif terhadap 

inovasi terbaru dapat menjadi kunci dalam memberikan insentif yang tepat bagi penelitian 

dan pengembangan di era digital. 

Keberlanjutan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual juga harus 

memperhitungkan kesejahteraan konsumen dan akses ke informasi. Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

menetapkan bahwa persaingan usaha yang sehat adalah hak setiap orang untuk memperoleh 

barang dan/atau jasa yang baik dan tidak merugikan konsumen. Dalam menghadapi evolusi 

ekonomi digital, penting untuk memastikan bahwa regulasi kekayaan intelektual tidak 

menjadi alat yang mengekang persaingan dan inovasi. 

Pertimbangan penting lainnya adalah keterlibatan masyarakat sipil dan sektor swasta 

dalam mengembangkan kebijakan kekayaan intelektual di Indonesia. Keterlibatan aktif dari 

berbagai pihak dapat memastikan bahwa perspektif yang luas dan beragam diakomodasi 

dalam perumusan kebijakan. Aliansi antara pemerintah, sektor bisnis, dan kelompok advokasi 

masyarakat dapat menciptakan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan. 

Dalam upaya mencapai keberlanjutan perlindungan kekayaan intelektual di era digital, 

implementasi dan penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan kolaboratif. Peran 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau lembaga serupa perlu 

diperkuat dalam mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang, terutama dalam konteks 

perdagangan elektronik. Dalam hal penegakan hukum, kerjasama antara aparat penegak 

hukum, provider layanan internet, dan pemilik hak kekayaan intelektual menjadi esensial. Hal 

ini menciptakan tatanan hukum dan penegakan yang dapat diandalkan dan efektif dalam 

melindungi kekayaan intelektual. 

Dalam kerangka yang lebih luas, implementasi teknologi blockchain dan kecerdasan 

buatan (AI) dapat menjadi alat efektif dalam melacak dan mencegah pelanggaran hak 

kekayaan intelektual. Keamanan dan keandalan teknologi ini dapat meningkatkan 

transparansi dan memperkuat perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Selain itu, 

kolaborasi dengan pihak swasta dalam mengembangkan solusi teknologi dapat mempercepat 

penanganan kasus pelanggaran. 

Dalam menjalankan fungsinya, peran Dewan Pengawas Kekayaan Intelektual (DPKI) 

atau lembaga serupa menjadi krusial. DPKI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2019, diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yang mampu 

memberikan rekomendasi dan pertimbangan strategis kepada pemerintah dalam 

pengembangan kebijakan kekayaan intelektual. Dalam konteks era digital, DPKI dapat 
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berperan sebagai penasihat untuk memastikan bahwa regulasi selalu sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

Penting juga untuk memberikan perhatian khusus pada perlindungan kekayaan 

intelektual yang berasal dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya lokal. Kerangka 

hukum perlu mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia dan memastikan bahwa 

pengetahuan tradisional dihargai dan dilindungi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 32 UUD 

1945 Amd. IV tentang perlindungan dan pengembangan seni dan budaya nasional. 

Dalam konteks globalisasi, implementasi kerja sama regional juga menjadi strategi 

yang perlu dipertimbangkan. Pengembangan kerangka kerja yang seragam dengan negara-

negara tetangga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam melindungi kekayaan 

intelektualnya di tingkat internasional. Perjanjian regional atau sub-regional dapat 

membentuk landasan untuk koordinasi dan pertukaran informasi yang lebih baik, 

memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif. 

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, penting untuk menciptakan lingkungan 

yang mendukung inovasi dan kreativitas. Inisiatif yang mendukung pengembangan sumber 

daya manusia di bidang kekayaan intelektual, seperti pelatihan, pendidikan, dan 

pengembangan keahlian, akan menjadi faktor penentu. Pasal 31 UUD 1945 Amd. IV yang 

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan dapat diartikan sebagai dukungan konstitusional untuk inisiatif-inisiatif 

yang meningkatkan kapasitas dan kemampuan manusia di bidang kekayaan intelektual. 

Jadi, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia di era digital 

memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai stakeholder. Dari 

perubahan undang-undang hingga implementasi teknologi, semua elemen ini harus bekerja 

bersama untuk menciptakan ekosistem yang kondusif untuk inovasi, melindungi hak-hak 

kreatif, dan memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap kekayaan intelektual. 

Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang proaktif dan efektif dalam 

mewujudkan ekonomi digital yang inovatif dan berkelanjutan. 

Perluasan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual 

di Indonesia di era digital dapat melibatkan aspek-aspek tambahan yang memperdalam 

pemahaman terhadap kerangka regulasi yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk 

mengulas lebih lanjut tentang perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang berasal dari 

pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya lokal. Kerangka hukum perlu memastikan 

bahwa pengetahuan tradisional dihormati dan dilindungi, sejalan dengan semangat Pasal 32 
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UUD 1945 Amd. IV yang menekankan perlindungan dan pengembangan seni dan budaya 

nasional. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan pijakan 

utama dalam perlindungan kekayaan intelektual di bidang hak cipta, tidak secara eksplisit 

membahas aspek-aspek pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk 

peninjauan lebih lanjut dan penyesuaian regulasi untuk memasukkan perlindungan terhadap 

kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Perlindungan 

ini dapat mencakup metode tradisional, cerita rakyat, dan seni tradisional yang memiliki nilai 

budaya dan sejarah yang mendalam. 

Dalam menyelaraskan regulasi kekayaan intelektual dengan dinamika global, aspek 

yang tidak dapat diabaikan adalah perlindungan terhadap tata letak sirkuit terpadu. Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya menggambarkan kerangka hukum yang 

memadai untuk melindungi tata letak sirkuit terpadu. Seiring dengan perkembangan industri 

elektronik, di mana tata letak sirkuit terpadu memiliki peran sentral, revisi undang-undang 

mungkin perlu mempertimbangkan penyempurnaan untuk memastikan perlindungan yang 

memadai. 

Penting untuk memahami bahwa tantangan perlindungan kekayaan intelektual di era 

digital juga melibatkan aspek keamanan siber. Penyusupan dan pencurian kekayaan 

intelektual melalui serangan siber telah menjadi masalah serius. Oleh karena itu, pasal-pasal 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur keamanan 

transaksi elektronik perlu terus diperkuat dan diperbaharui untuk memitigasi risiko-risiko 

yang muncul dari lingkungan digital yang semakin kompleks. 

Selanjutnya, mengenai aspek perlindungan merek dagang, pembahasan dapat 

melibatkan urgensi dalam mengatasi pelanggaran merek di ranah e-commerce. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek memberikan dasar hukum untuk melindungi 

merek, tetapi perdagangan online telah membuka pintu bagi pelanggaran merek yang lebih 

kompleks dan meluas. Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan tindakan pidana terkait 

dengan pelanggaran hak merek, tetapi perlu pertimbangan lebih lanjut untuk memastikan 

bahwa sanksi tersebut dapat menanggapi perubahan perilaku konsumen dan metode 

perdagangan dalam era digital. 

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum kekayaan 

intelektual, peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau 

lembaga serupa juga perlu dievaluasi. Mempertimbangkan peran BAPPEBTI dalam 
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mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang, terutama dalam konteks perdagangan 

elektronik, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan 

efektif dan efisien di lingkungan digital yang berubah cepat. 

Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual yang melibatkan berbagai aspek 

hukum, penting untuk meninjau dan memperbaharui peraturan-peraturan terkait sengketa dan 

penyelesaian alternatif. Meskipun Pasal 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

menyediakan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa hak cipta melalui mediasi, 

arbitrase, atau peradilan, perlu dipertimbangkan apakah mekanisme ini sudah cukup responsif 

terhadap perubahan dinamika sengketa di era digital. Peningkatan kapasitas dan kecepatan 

dalam menanggapi sengketa hak cipta di lingkungan online dapat menjadi fokus untuk 

memastikan akses keadilan yang cepat dan efisien. 

Dalam menghadapi tantangan perlindungan kekayaan intelektual, kolaborasi antara 

sektor swasta dan pemerintah perlu ditingkatkan. Kerja sama ini dapat mencakup pendirian 

pusat inovasi atau laboratorium riset bersama yang melibatkan perusahaan, perguruan tinggi, 

dan lembaga penelitian. Pasal 35B UUD 1945 Amd. IV yang menyatakan bahwa negara 

bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diinterpretasikan sebagai dasar 

konstitusional untuk mendorong kerja sama semacam itu. 

Dalam mengejar keberlanjutan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di 

era digital, pemberdayaan masyarakat juga harus menjadi fokus. Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014, Pasal 2 ayat (2), menekankan perlunya kampanye edukasi dan peningkatan 

kesadaran masyarakat tentang hak cipta. Penguatan pemahaman ini dapat meminimalkan 

pelanggaran yang tidak disengaja dan membantu menciptakan budaya penghargaan terhadap 

kekayaan intelektual di seluruh lapisan masyarakat. 

Penting juga untuk mencermati perkembangan terkini dalam perlindungan kekayaan 

intelektual di tingkat internasional. Keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian TRIPS (Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights) WTO, sebagai contoh, menunjukkan 

komitmen pada standar internasional dalam hal hak cipta, paten, dan perlindungan kekayaan 

intelektual lainnya. Penguatan kerjasama internasional ini perlu terus ditingkatkan, dan 

Indonesia dapat berperan aktif dalam membentuk arah regulasi global terkait kekayaan 

intelektual di era digital. 

Saat membahas perlindungan hukum kekayaan intelektual, juga perlu diperhatikan 

bahwa kebijakan dan regulasi yang dibuat tidak boleh menjadi beban berlebihan bagi para 

pelaku industri dan inovator. Keberlanjutan ekonomi dan inovasi harus menjadi landasan 
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dalam merumuskan kebijakan. Pasal 23E UUD 1945 Amd. IV yang menyatakan bahwa 

setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat 

diartikan sebagai panggilan konstitusional untuk menciptakan iklim bisnis yang mendukung 

kesejahteraan dan keberlanjutan. 

Dalam konteks perlindungan hak cipta, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, 

seperti kepolisian, untuk menanggapi kasus-kasus kekayaan intelektual di era digital menjadi 

esensial. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan hukum, 

keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada pengetahuan dan keahlian aparat 

penegak hukum dalam menghadapi tantangan teknis yang berkaitan dengan dunia digital. 

Di samping itu, penting juga untuk mengeksplorasi potensi teknologi dalam 

meningkatkan penegakan hukum kekayaan intelektual. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) 

dan analisis data dapat mempercepat identifikasi pelanggaran hak cipta dan merek. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan 

dasar hukum untuk pengakuan bukti elektronik, dan peningkatan pemanfaatan teknologi 

dalam proses hukum dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum di era digital. 

Dalam menghadapi perubahan teknologi, perlindungan hak paten juga perlu 

diperbarui untuk memastikan bahwa undang-undang memberikan perlindungan yang 

memadai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mencakup hak eksklusif 

pemegang paten, tetapi kemampuan untuk menanggapi perkembangan teknologi dengan 

cepat dan efektif adalah suatu keharusan. Revisi yang lebih lanjut dapat mempertimbangkan 

bentuk-bentuk inovasi baru, seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan teknologi terkait, 

yang semakin mendominasi lanskap teknologi global. 

Melihat ke depan, perhatian khusus harus diberikan pada pengembangan regulasi 

untuk teknologi blockchain. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah paradigma 

dalam hal manajemen hak cipta dan pengelolaan kekayaan intelektual secara umum. Pasal 16 

UU ITE yang menetapkan tindakan pidana bagi pelanggaran hak cipta di lingkungan digital 

dapat memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan teknologi blockchain 

yang mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum. 

Ketika mengembangkan regulasi dan undang-undang baru atau mengubah yang sudah 

ada, keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Dialog 

antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dapat membentuk 

kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung. Dalam konteks ini, Badan Pengawas 

Kekayaan Intelektual (DPKI) atau lembaga serupa perlu memainkan peran yang lebih aktif 
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dalam memberikan rekomendasi dan pandangan terhadap pembentukan undang-undang baru 

atau revisi yang diperlukan. 

Maka, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia di era digital 

membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan responsif terhadap perubahan teknologi 

dan dinamika global. Dari peningkatan regulasi yang melibatkan aspek-aspek pengetahuan 

tradisional dan ekspresi budaya lokal hingga pemanfaatan teknologi dalam penegakan 

hukum, setiap langkah harus didasarkan pada keseimbangan antara mendukung inovasi dan 

melindungi hak-hak kreatif.  

 

KESIMPULAN 

Dalam merangkum diskusi yang luas mengenai perlindungan hukum terhadap 

kekayaan intelektual di Indonesia dalam era digital, dapat disimpulkan bahwa tantangan ini 

membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, teknologi, ekonomi, dan 

sosial. Undang-undang dan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 

memberikan dasar hukum yang kuat namun memerlukan penyesuaian untuk menjawab 

dinamika terkini di dunia digital. 

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya lokal menjadi 

perhatian utama yang perlu diakomodasi dalam regulasi kekayaan intelektual. Kerangka 

hukum perlu diperbarui untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kearifan 

lokal yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang mendalam. Seiring perkembangan 

teknologi, aspek keamanan siber juga harus menjadi fokus, dengan perubahan dan 

perbaharuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk 

mengakomodasi risiko-risiko terkait. 

Dalam konteks merek dagang, peningkatan perlindungan terhadap merek di ranah e-

commerce adalah keharusan. Revisi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan online dan 

sanksi yang dapat menanggapi perubahan perilaku konsumen. Penegakan hukum dan peran 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau lembaga serupa 

menjadi kunci dalam memastikan efektivitas perlindungan. 

Dalam melibatkan masyarakat, edukasi dan peningkatan kesadaran tentang hak cipta 

dan kekayaan intelektual secara umum perlu ditingkatkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pemberdayaan masyarakat untuk 
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menghormati dan melindungi kekayaan intelektual dapat meminimalkan pelanggaran yang 

tidak disengaja dan mendukung penciptaan budaya penghargaan terhadap karya kreatif. 

Pentingnya kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam menciptakan iklim 

bisnis yang kondusif dan mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sesuai dengan Pasal 35B UUD 1945 Amd. IV, menunjukkan bahwa kolaborasi ini 

dapat menjadi pendorong utama inovasi. Peran Badan Pengawas Kekayaan Intelektual 

(DPKI) atau lembaga serupa dalam memberikan rekomendasi dan pandangan untuk 

pengembangan regulasi baru atau perubahan yang diperlukan menjadi semakin krusial. 

Dalam melihat ke arah internasional, keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian TRIPS 

WTO dan peran aktif dalam kerjasama regional menunjukkan komitmen pada standar 

internasional dalam perlindungan kekayaan intelektual. Penguatan kerjasama internasional ini 

perlu terus ditingkatkan, dan Indonesia dapat berperan aktif dalam membentuk arah regulasi 

global terkait kekayaan intelektual di era digital. 

Sebagai upaya penegakan hukum yang lebih efisien, pemanfaatan teknologi seperti 

kecerdasan buatan dan analisis data menjadi semakin penting. Meningkatkan kapasitas aparat 

penegak hukum, terutama kepolisian, untuk menanggapi kasus-kasus kekayaan intelektual di 

era digital juga menjadi bagian integral dalam strategi ini. Begitu juga dengan peningkatan 

regulasi untuk teknologi blockchain, yang memiliki potensi untuk mengubah paradigma 

dalam pengelolaan kekayaan intelektual. 

Dalam menyusun regulasi dan undang-undang baru, perlu memperhatikan bahwa 

kebijakan yang dibuat tidak boleh menjadi beban berlebihan bagi para pelaku industri dan 

inovator. Penciptaan iklim bisnis yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan, 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23E UUD 1945 Amd. IV, menjadi landasan dalam 

merumuskan kebijakan. Keselarasan antara mendukung inovasi dan melindungi hak-hak 

kreatif harus tetap menjadi tujuan utama. 

Sebagai penutup, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor 

swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang 

inklusif dan mendukung. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang proaktif 

dan efektif dalam mewujudkan ekonomi digital yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan 

intelektual di Indonesia dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika 

perubahan di era digital. 

Dalam menanggapi kompleksitas tantangan perlindungan hukum terhadap kekayaan 

intelektual di era digital, perluasan diskusi dapat mencakup aspek-aspek yang lebih 
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mendalam. Pertama-tama, perlu diakui bahwa pengembangan mekanisme alternatif 

penyelesaian sengketa sangat relevan dalam konteks kekayaan intelektual. Meskipun 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyediakan dasar hukum untuk mediasi, arbitrase, 

dan peradilan, efektivitas mekanisme ini dapat ditingkatkan. Peninjauan kembali dan 

penyempurnaan prosedur, termasuk memastikan ketersediaan mediator dan arbitrator yang 

berkualifikasi, dapat membantu menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih 

responsif. 

Pertimbangan berikutnya melibatkan peran pendidikan dan pelatihan dalam 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Penguatan pemahaman 

ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor 

swasta. Program pelatihan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku 

bisnis kecil dan menengah serta kalangan akademis, dapat meningkatkan kesadaran tentang 

pentingnya melindungi dan menghormati kekayaan intelektual. 

Selanjutnya, perlindungan kekayaan intelektual juga perlu mempertimbangkan konsep 

open innovation dan kolaborasi lintas batas. Pengembangan kerangka kerja yang mendukung 

pertukaran pengetahuan dan teknologi antara pelaku industri, perguruan tinggi, dan lembaga 

riset dapat mempercepat inovasi. Pemerintah dapat memainkan peran sebagai fasilitator 

dalam menyusun kebijakan yang mendorong kerjasama ini, sejalan dengan semangat Pasal 33 

UUD 1945 Amd. IV yang menekankan peran sektor swasta dalam pembangunan. 

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perlu diperkuat peran Indonesia dalam 

organisasi internasional yang membahas kekayaan intelektual. Keterlibatan yang lebih aktif 

dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan organisasi serupa dapat 

memungkinkan Indonesia untuk memperoleh perspektif global dan memastikan bahwa 

kebijakan nasional selaras dengan standar internasional. Langkah ini juga dapat memperkuat 

diplomasi ekonomi Indonesia di panggung internasional. 

Terakhir, penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi dampak perubahan 

teknologi terhadap hukum kekayaan intelektual. Perkembangan seperti blockchain, 

kecerdasan buatan, dan teknologi terkini lainnya menciptakan paradigma baru dalam 

manajemen hak cipta dan paten. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga independen atau 

diperkuat peran lembaga yang sudah ada, seperti Dewan Pengawas Kekayaan Intelektual 

(DPKI), untuk terus melakukan riset dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam 

menghadapi inovasi dan perubahan teknologi yang cepat. 

Dengan memperluas lingkup pembahasan ke aspek-aspek ini, Indonesia dapat 

merumuskan strategi perlindungan kekayaan intelektual yang lebih komprehensif dan 
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berkelanjutan di era digital. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari 

pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil, Indonesia dapat menciptakan ekosistem 

yang mendukung inovasi, melindungi hak-hak kreatif, dan memberikan insentif bagi 

perkembangan ekonomi digital yang inklusif. 
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